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ABSTRAK

Kekosongan hukum dalam sektor pelayanan publik merupakan anomali
yang mengancam prinsip kepastian hukum dalam sebuah negara hukum. Penelitian
ini dilatarbelakangi oleh implementasi kebijakan parkir elektronik (e-parking) di
Pusat Kegiatan Olahraga dan Rekreasi (PKOR) Way Halim, Bandar Lampung,
yang menunjukkan adanya kesenjangan antara infrastruktur teknologi dengan
regulasi pendukung. Meskipun sistem elektronik telah dipasang untuk
meminimalisir pungutan liar dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD),
fakta di lapangan menunjukkan bahwa pembayaran masih didominasi secara tunai
dan tidak diikuti dengan mekanisme sanksi yang tegas bagi pelanggar operasional.
Hal ini disebabkan oleh ketiadaan regulasi teknis yang spesifik pada tingkat
Pemerintah Provinsi Lampung sebagai pemilik aset, sementara regulasi Pemerintah
Kota Bandar Lampung tidak mencakup wilayah aset provinsi secara penuh.
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana implikasi kekosongan
hukum terhadap efektivitas sistem e-parking dan bagaimana solusi hukum melalui
perspektif hukum positif serta teori Maslahah Mursalah untuk mengisi kekosongan
tersebut.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (field research) dengan
pendekatan yuridis empiris yang bersifat deskriptif-kualitatif. Lokasi penelitian
berada di kawasan PKOR Way Halim dengan sumber data primer berasal dari
wawancara mendalam dengan Kepala UPTD Pengelolaan Gelanggang Olahraga
Provinsi Lampung, petugas gerbang parkir, dan masyarakat pengguna layanan.
Analisis data dilakukan dengan menggunakan kerangka teoretis Good
Governance yang menitikberatkan pada prinsip transparansi dan akuntabilitas, serta
teori Maslahah Mursalah dalam hukum Islam untuk menilai kemaslahatan
kebijakan administrasi publik dalam pengelolaan retribusi daerah.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa terjadi kekosongan hukum
fungsional akibat belum adanya Peraturan Gubernur atau Standar Operasional
Prosedur (SOP) yang mengatur mekanisme sanksi bagi petugas yang melakukan
penyimpangan operasional, seperti penggunaan tombol cetak resi opsional (F9) dan
akses gratis (F6) tanpa kriteria yang jelas. Kondisi ini mengakibatkan degradasi
sistem dari elektronik kembali ke manual-tunai yang rawan terhadap kebocoran
PAD. Secara perspektif Maslahah Mursalah, kebijakan e-parking merupakan
ijtihad administratif yang bertujuan melindungi harta publik (4ifzh al-mal), namun
efektivitasnya terhambat oleh ketiadaan regulasi sanksi. Solusi hukum yang
direkomendasikan adalah rekonstruksi regulasi melalui penerbitan Peraturan
Gubernur mengenai SOP teknis e-parking dan kewajiban integrasi sistem
pembayaran non-tunai secara mutlak untuk menutup celah kemudaratan dan
mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel.

Kata Kunci: Kekosongan Hukum, Parkir Elektronik, PKOR Way Halim,
Maslahah Mursalah.



ABSTRACK

Legal vacuum in the public service sector is an anomaly that threatens the
principle of legal certainty in a rule-of-law state. This research is motivated by the
implementation of the electronic parking (e-parking) policy at the Sports and
Recreation Center (PKOR) Way Halim, Bandar Lampung, which shows a gap
between technological infrastructure and supporting regulations. Although an
electronic system has been installed to minimize illegal levies and increase
Regional Original Revenue (PAD), facts on the ground show that payments are still
dominated by cash and are not followed by a strict sanction mechanism for
operational violators. This is caused by the absence of specific technical
regulations at the Lampung Provincial Government level as the asset owner, while
the Bandar Lampung City Government regulations do not fully cover the provincial
asset area. The research questions focus on the legal implications of this legal
vacuum on the effectiveness of the e-parking system and how legal solutions
through the perspective of positive law and the theory of Maslahah Mursalah can
fill this void.

This research is a field research with an empirical-juridical approach that
is descriptive-qualitative in nature. The research location is in the PKOR Way
Halim area, with primary data sources derived from in-depth interviews with the
Head of the Regional Sports Arena Management Unit (UPTD) of Lampung
Province, parking gate officers, and members of the public using the service. Data
analysis was conducted using the theoretical framework of Good Governance,
focusing on the principles of transparency and accountability, as well as the theory
of Maslahah Mursalah in Islamic law to assess the benefit of public administration
policies in regional levy management.

The research results conclude that a functional legal vacuum has occurred
due to the absence of a Governor's Regulation or Standard Operating Procedures
(SOP) regulating sanction mechanisms for officers who commit operational
deviations, such as the use of optional receipt printing buttons (F9) and free access
(F6) without clear criteria. This condition results in a system degradation from
electronic back to manual-cash, which is prone to PAD leakage. From the
perspective of Maslahah Mursalah, the e-parking policy is an administrative ijtihad
aimed at protecting public wealth (hifzh al-mal), but its effectiveness is hindered by
the absence of sanction regulations. The recommended legal solution is regulatory
reconstruction through the issuance of a Governor's Regulation regarding
technical e-parking SOPs and the obligation of absolute non-cash payment system
integration to close the gap of harm and realize accountable governance.

Keywords: Legal Vacuum, Electronic Parking, PKOR Way Halim, Maslahah
Mursalah.
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MOTTO

“Maka kelak kamu akan ingat kepada apa yang kukatakan
kepadamu. Dan aku menyerahkan urusanku kepada Allah SWT.
Sungguh, Allah maha melihat akan hamba-hamba-nya.”

(QS. Al-Gafir:44)

“Kita harus berarti untuk diri Kita sendiri dulu, sebelum Kkita
menjadi orang yang berharga bagi orang lain.”

(Ralph Waldo Emerson)
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Hukum Indonesia menganggap hukum sebagai dasar utama dalam setiap
kebijakan dan tindakan yang dilakukan pemerintah. Salah satu prinsip penting
dalam Negara Hukum adalah kepastian hukum, yaitu adanya aturan yang jelas,
tegas, dan bisa diterapkan secara adil dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara.! Dalam pelayanan publik, adanya aturan yang cukup menjadi syarat
penting agar pelayanan tersebut bisa berjalan efektif dan akuntabel. Namun, di
lapangan tidak semua kebijakan publik didukung oleh hukum yang kuat. Contohnya
adalah kebijakan parkir elektronik (e-parking) di Pusat Kegiatan Olahraga dan
Rekreasi (PKOR) Way Halim, Kota Bandar Lampung.

Kebijakan e-parking bertujuan menghilangkan praktik pungli dan
meningkatkan akuntabilitas melalui sistem non-tunai. Namun, fakta di PKOR Way
Halim menunjukkan anomali. Penerapan e-parking seringkali tidak diikuti
mekanisme non-tunai yang tegas, dibuktikan dengan masih banyaknya masyarakat
yang membayar retribusi secara tunai kepada petugas di gerbang e-parking. Hal ini
mengindikasikan adanya inkonsistensi pelaksanaan kebijakan.

PKOR Way Halim merupakan aset yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi
Lampung. Dalam perkembangannya, Pemerintah Provinsi Lampung telah

menerbitkan regulasi terbaru yaitu Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4

! Wizdan Ulum, “Penerapan Prinsip Negara Hukum dalam Kehidupan Berbangsa”,
“Universitas Stekom”, 1 Desember (2025).



Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai bentuk
penyesuaian terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD). Namun,
kehadiran Perda terbaru ini belum sepenuhnya mampu menjawab problematika
teknis di lapangan, khususnya pada kawasan PKOR Way Halim.? Di sisi lain, diatur
oleh Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak
dan Retribusi Daerah terkait tata cara pemungutan.’ Inilah yang menjadi pangkal
kekosongan hukum, tidak adanya regulasi Provinsi yang secara spesifik mengatur
dan memberikan sanksi atas operasional E-Parking di asetnya sendiri. Akibatnya,
sistem yang berlaku di lapangan berjalan tanpa kepastian hukum yang jelas
mengenai mekanisme sanksi, dan pertanggungjawaban dana tunai yang masih
diterima.

Praktik pungutan liar atau pungli terhadap pengunjung semakin banyak
terjadi, salah satunya di area PKOR Way Halim. Beberapa orang yang tidak
bertanggung jawab memaksa pengunjung memberikan uang dengan alasan parkir
atau keamanan. Tempat-tempat yang sering menjadi sasaran antara lain arena skate
park dan pasar seni. Banyak pengunjung dipaksa membayar uang parkir ketika
berada di lokasi tertentu. Saat meminta uang, mereka sering memaksa, dan setelah
mendapatkan uang, mereka langsung pergi tanpa berusaha menjaga atau

mengamankan kendaraan pengunjung yang sudah membayar parkir.* Sesuatu yang

2 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah.

3 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah, Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2024 Nomor 1.

4 Aan Firdaus, Tinjauan Figh Siyasah Terhadap Implementasi Kebijakan Parkir Elektronik
(Studi di Pkor Way Halim Bandar Lampung), Uin Raden Intan Lampung (2022), hlm. 3



dihasilkan dengan cara tidak benar dapat dikategorikan tidak benar karena
merupakan tindakan yang menyimpang dan melawan hukum. Dapat dikatakan
bahwa praktik pungli jelas menggangu ketentraman masyarakat dan ketertiban
umum sehingga tidak patut untuk dicontoh oleh masyarakat.

Salah satu bentuk kemajuan zaman adalah kemajuan teknologi. Saat ini,
teknologi digunakan oleh masyarakat dari berbagai kalangan. Untuk meningkatkan
kualitas pelayanan publik, Kota Bandar Lampung membuat program e-parking
guna mengurangi pungutan liar. Sistem Parkir Elektronik (E-Parking) adalah sistem
pengelolaan parkir yang menggunakan teknologi elektronik. Langkah menerapkan
e-parking ini bertujuan memberikan pelayanan yang lebih baik dalam bidang parkir,
sehingga menciptakan suasana parkir yang aman, nyaman, dan transparan. Di
kawasan pusat kegiatan olahraga (PKOR) Way Halim, sektor e-parking
menunjukkan kinerja yang meningkat, sehingga mampu meningkatkan pendapatan
asli daerah (PAD). Pemerintah provinsi sejak awal mendukung adanya sistem e-
parking tersebut karena dapat mengurangi praktik pungutan liar, yang bisa
mengganggu pengunjung dan membuat pedagang merasa tidak nyaman.

Dalam pandangan hukum tata negara, adanya peraturan yang jelas dan
terukur merupakan syarat penting agar pemerintahan yang baik bisa berjalan. Salah
satu prinsip yang harus dijaga adalah prinsip kepastian hukum, yaitu setiap
kebijakan yang dikeluarkan pemerintah harus didasarkan pada hukum yang sah,
baik dalam bentuk peraturan daerah maupun keputusan administratif. Jika suatu

kebijakan tidak didukung oleh dasar hukum yang memadai, maka hal itu bisa




menyebabkan terjadinya kekosongan hukum.’

Kekosongan hukum terjadi ketika aturan hukum belum ada atau belum
cukup mengatur suatu kegiatan atau fenomena baru di tengah masyarakat. Dalam
penerapan sistem parkir elektronik (e-parking) di PKOR Way Halim, kekosongan
hukum terlihat dari belum adanya Peraturan Daerah (Perda) atau Peraturan Wali
Kota (Perwali) yang menjelaskan cara kerja, sanksi, serta pengawasan terhadap
kebijakan tersebut. Akibatnya, pelaksanaan e-parking berlangsung tanpa dasar
hukum yang jelas dan bisa menyebabkan perbedaan pemahaman antara pemerintah
setempat, pengelola parkir, dan masyarakat yang menggunakan layanan tersebut.

Secara teori, Hans Kelsen melalui teori Stufenbau des Recht mengatakan
bahwa sistem hukum dibangun secara berjenjang mulai dari norma yang paling
tinggi hingga norma yang lebih spesifik. Jika suatu kebijakan tidak didasari oleh
aturan hukum di jenjang yang lebih tinggi, maka kebijakan tersebut tidak lagi
memiliki dasar sah dan bisa menyebabkan ketidakaturan dalam sistem hukum.
Dalam kasus e-parking, hal ini bisa menyebabkan ketidakpastian hukum, karena
tidak jelas siapa yang berwenang, siapa yang bertanggung jawab, serta bagaimana
pengawasan terhadap pelaksana kebijakan tersebut.’

Kekosongan hukum dalam penggunaan e-parking berdampak pada

gangguan prinsip rule of law dan akuntabilitas publik. Arasy Pradana Azis

5 Syahrul Anwar, Good Governance dan Pengaruhnya terhadap kinerja Pemerintahan
Daerah di Indonesia, “Jurnal llmu Pemerintahan”, Vol. 4, No. 2 (2016), hlm. 23-31.

6 Arasy Pradana Azis, “Kekosongan Hukum Acara dan Krisis Access to Justice”, Jurnal
Hukum & Pembangunan, Vol. 53, No. 2 (2023), hlm. 145-160.

7 Made Hendra Wijaya, Keberadaan Konsep Rule by Law (Negara Berdasarkan Hukum
dalam Teori Negara Hukum The Rule of Law), Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol. 2, No. 3
(2013), hlm. 421-429.



mengatakan bahwa kondisi ini bisa menyebabkan krisis akses keadilan, di mana
masyarakat kehilangan rasa aman hukum untuk melindungi hak-haknya terhadap
kebijakan pemerintah. Dalam praktiknya, hal ini bisa berujung pada
penyalahgunaan kewenangan, pungutan yang tidak sah, hingga kerugian bagi warga
pengguna layanan publik. Karena itu, pemerintah daerah perlu secepatnya membuat
aturan yang dapat mengisi kekosongan hukum tersebut agar pelaksanaan e-parking
berlangsung sesuai prinsip kepastian hukum dan keadilan.?

Selain itu, masalah hukum yang tidak ada juga menunjukkan bahwa sistem
pembuatan aturan daerah belum cukup responsif terhadap perkembangan teknologi.
Menurut Paul Scholten, hukum tidak bisa tetap sama karena kehidupan masyarakat
terus berubah; ketika hukum tidak ada, maka pihak berwajib harus mencari solusi
hukum (rechtsvinding) agar hukum tetap sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Pemikiran ini sangat relevan dalam konteks e-parking yang merupakan hasil
perkembangan teknologi informasi. Pemerintah Daerah perlu melakukan inovasi
dalam hukum, tetapi tetap menjunjung asas hukum publik dan terbuka terhadap
kemaslahatan masyarakat.

Dalam sistem hukum Islam, ketika tidak ada aturan yang jelas dalam Al-
Qur'an atau Hadis, para ulama menggunakan prinsip maslahah mursalah. Prinsip
ini memungkinkan pembuatan hukum berdasarkan kebaikan umum dan
kepentingan masyarakat. Tujuan utama hukum Islam adalah untuk memberikan

manfaat dan mencegah kerugian, serta menjaga lima hal utama: agama, jiwa, akal,

8 Abdul Jabar & Evi Yuniarni, Penerapan Prinsip Akuntabilitas dalam Pelayanan Publik
untuk Mewujudkan Good Governance, Jurnal Administrasi Publik UIN KH. Ahmad Shiddiq, Vol.
4, No. 1 (2025), hlm. 44-57.



keturunan, dan harta.” Menurut Imam Al-Ghazali, hukum Islam diciptakan agar
dapat mencapai kemaslahatan tersebut dan menjaga keseimbangan dalam
kehidupan masyarakat. '

Dalam konteks penerapan e-parking di PKOR Way Halim, teori maslahah
mursalah memberikan dasar pembenaran normatif bahwa kebijakan pemerintah
daerah dapat dianggap sah secara moral dan syar’i meskipun belum memiliki dasar
hukum tertulis. Hal ini karena kebijakan tersebut bertujuan mewujudkan
kemaslahatan publik, yakni mencegah praktik pungutan liar, meningkatkan
transparansi retribusi, serta menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kebijakan
ini juga mencerminkan prinsip keadilan sosial sebagaimana termuat dalam tujuan
syariat Islam, yaitu menghadirkan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.

Kaidah figh yang mendasari teori ini adalah:

Hdaladll ) 48 455048 Gl Y "

Kaidah tersebut menegaskan bahwa ketika tidak ada ketentuan hukum
tertulis mengenai suatu kebijakan, maka solusi hukumnya dapat diambil
berdasarkan pertimbangan kemaslahatan masyarakat. Prinsip ini juga sejalan
dengan kaidah lain:

12032 gl i gla de 51 e alay) Cafai

Dengan demikian, penerapan e-parking oleh Pemerintah Kota Bandar

® Muhajirin dan May Dedu, Maslahah Mursalah dan Implementasinya Dalam Akad
Muamalah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam, Vol 09 No 1 April 2021, Him. 174.

10 1bid.

! Ibid.

12 Dr. Agus Hermanto, AI-Qawaid Al-Fighiyyah; Dalil dan Metode Penyelesaian Masalah-
Masalah Kekinian, CV. Literasi Nusantara Abadi, Cet. 1 Tahun 2021.



Lampung bisa dianggap sebagai upaya administratif yang berusaha memberikan
manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. Pemerintah berhak mengambil
kebijakan yang sesuai dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan warganya.
Selama kebijakan tersebut tidak melanggar prinsip keadilan dan nilai-nilai syariat,
maka kebijakan tersebut dapat dianggap layak secara etis dan hukum.

Kejadian ini menunjukkan bahwa ada kebutuhan mendesak untuk meninjau
kembali masalah hukum terkait ketidaktuntasan aturan dalam kebijakan e-parking.
Penelitian ini penting karena penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana
konflik regulasi dan kekosongan hukum dalam penerapan E-Parking di PKOR Way
Halim, serta menawarkan solusi berdasarkan hukum positif dan Maslahah Mursalah
sebagai dasar fiat kebijakan. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan bisa
memberikan saran kepada pemerintah Kota Bandar Lampung untuk segera
menyusun aturan yang lengkap, adil, dan melibatkan masyarakat dalam mendukung
sistem parkir berbasis teknologi.

Berdasarkan permasalahan yang terjadi di atas, maka penulis tertarik untuk
melakukan penelitian dengan judul “Kekosongan Hukum Dalam Penerapan
Parkir Elektronik (E- Parking) di Pusat Kegiatan Olahraga Way Halim

Bandar Lampung”

. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis
merancang permasalahan yang menarik untuk dikaji yaitu sebagai berikut:
1. Bagaimana implikasi dari kekosongan hukum dan ketidakjelasan sanksi

terhadap efektivitas operasional parkir elektronik yang pembayarannya masih



dilakukan secara manual di PKOR Way Halim Bandar Lampung?

2. Bagaimana solusi hukum dan tinjauan Maslahah Mursalah dalam mengisi kekosongan
regulasi guna mewujudkan akuntabilitas parkir elektronik di PKOR Way Halim Bandar
lampung?

. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis implikasi kekosongan hukum dan ketiadaan instrumen sanksi
terhadap efektivitas operasional sistem parkir elektronik (E-Parking) di PKOR
Way Halim, khususnya terkait fenomena pembayaran yang masih dilakukan
secara manual meskipun infrastruktur elektronik telah tersedia.

2. Meninjau dan merumuskan solusi hukum melalui perspektif hukum positif dan
teori Maslahah Mursalah dalam upaya mengisi kekosongan regulasi, guna
mewujudkan sistem parkir yang memiliki akuntabilitas dan kepastian hukum di

wilayah PKOR Way Halim Bandar Lampung

. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penulis diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu
hukum, terutama di bidang hukum tata negara dan hukum administrasi negara.
Penulis akan menganalisis penerapan kebijakan parkir elektronik yang belum diatur
secara jelas dalam peraturan hukum yang berlaku. Penelitian ini juga bertujuan
untuk menambah pemahaman tentang kekosongan hukum serta mengkaji dampak
ketidakjelasan dalam peraturan yang bisa memengaruhi efektivitas kebijakan

publik. Selain itu, penelitian ini akan memperkaya literatur mengenai penegakan



hukum di sektor publik, khususnya dalam pengelolaan sistem parkir elektronik di
area umum

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Peneliti ini membantu meningkatkan kemampuan dalam melakukan penelitian
hukum, seperti kemampuan menganalisis peraturan dan kebijakan yang berlaku,
serta menilai bagaimana peraturan tersebut diterapkan di lapangan. Hal ini
merupakan pengalaman yang sangat berguna dalam menyusun argumen hukum
yang didasarkan pada data dan fakta nyata di lapangan.

b. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan bisa membantu memperluas pengetahuan dan
memberikan informasi tambahan kepada lembaga maupun individu yang
membutuhkan.

c. Bagi Universitas

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat positif dan
menambah wawasan tambahan bagi Universitas, khususnya Fakultas Syariah &

Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

. Telaah Pustaka

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kejelasan terhadap pemahaman
mengenai hal-hal yang tidak diinginkan serta plagiarisme yang mungkin terjadi di
dalam penulisan skripsi ini, oleh karena itu peneliti telah melakukan kajian terhadap
beberapa penelitian sebelumnya. Mengenai penelitian yang peneliti jadikan sebagai

acuan sebagai berikut:
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Pertama, Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Terhadap Penerapan
Sistem Parkir Elektronik di Kota Medan” yang ditulis oleh Dwina Avrilla
Universitas Medan Area ditulis tahun 2023. Penelitian ini membahas tentang
kedudukan hukum dan keabsahan pengelolaan parkir elektronik di Kota Medan,
serta dampaknya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).!?

Perbedaan penelitian ini dengan skripsi yang ditulis penulis adalah bahwa
penelitian ini lebih berfokus pada analisis sistem parkir elektronik yang sudah
diterapkan serta mengevaluasi dampaknya terhadap pendapatan daerah. Fokus
utamanya adalah pada pengelolaan sistem parkir elektronik. Jenis penelitian ini
adalah yuridis empiris, yang berarti merupakan penelitian lapangan. Penelitian ini
melibatkan pengkajian ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
serta mengamati apa yang terjadi di masyarakat dalam kenyataannya. Beberapa
teknik metode penelitian yang digunakan adalah observasi dan wawancara.
sedangkan fokus pembahasan yang ditulis peneliti lebih menekankan pada
kekosongan hukum dalam regulasi yang mengatur parkir elektronik, yaitu apakah
ada celah hukum yang memungkinkan tindakan penyimpangan atau ketidakjelasan
dalam prosedur pengawasan dan pemberian sanksi.

Kedua, Skripsi yang berjudul “Tinjauan Figh Siyasah terhadap
Implementasi Kebijakan Parkir Elektronik di PKOR Way Halim Bandar Lampung”
yang ditulis oleh Aan Firdaus Universitas Islam Negeri Lampung (UIN) pada tahun

2022. Penelitian ini mengkaji implementasi kebijakan parkir elektronik di PKOR

13 Dwina Avrilla, Analisis Hukum Terhadap Penerapan Sistem Parkir Elektronik di Kota
Medan, Universitas Medan Area, (2023).
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Way Halim dengan pendekatan figh siyasah.!*

Perbedaan penelitian ini dengan skripsi yang ditulis oleh penulis terlihat dari
bagian pembahasan. Penelitian ini menggunakan pendekatan figh siyasah, yang
lebih menitik beratkan pada kajian hukum Islam dalam menilai kebijakan parkir
elektronik. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, yaitu penelitian
dilakukan secara langsung di PKOR Way Halim, Bandar Lampung. Peneliti
berkesempatan bertemu langsung dengan pihak pengelola di tempat tersebut untuk
melaksanakan penelitian melalui wawancara dan observasi, dengan tujuan
memahami pandangan figh siyasah mengenai penerapan kebijakan parkir
elektronik di PKOR Way Halim. Selain itu, dalam penelitian ini juga dilakukan
penelitian kepustakaan, yaitu menggunakan berbagai sumber yang tersedia di
perpustakaan untuk memperkaya informasi terkait isu yang diteliti. Sementara itu,
pembahasan dalam skripsi penulis lebih menyoroti kekosongan hukum dalam
regulasi parkir elektronik dalam konteks hukum positif yang berlaku di Indonesia,
khususnya aspek hukum negara serta dampak kekosongan atau ketidakjelasan
dalam regulasi tersebut terhadap tata kelola parkir elektronik.

Ketiga, Jurnal yang berjudul “Efektivitas Sistem Parkir Elektronik (E-
Parkir) Dalam Pengelolaan Parkir di Kota Surakarta (Studi Kasus Jalan DR.
Radjiman)” yang ditulis oleh Silvanda Dewi Pradita Universitas Sebelas Maret
pada tahun 2021. Penelitian ini membahas tentang efektivitas sistem parkir

elektronik di Kota Surakarta.'”

14 Aan Firdaus, Tinjauan Figh Siyasah terhadap Implementasi Kebijakan Parkir Elektronik
di PKOR Way Halim Bandar Lampung, Universitas Islam Negeri Lampung (2022).

15 Silvanda Dewi, Efektiivitas Sistem Parkir Elektronik (E-Parkir) Dalam Pengelolaan
Parkir di Kota Surakarta (Studi Kasus DR. Radjiman) (2021).
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Perbedaan penelitian tersebut dengan skripsi yang ditulis penulis terlihat
pada pembahasannya. Fokus pembahasan penelitian ini tentang efektivitas sistem
parkir elektronik yang ada di Kota Surakarta terutama di jalan DR. Radjiman.
Sedangkan pembahasan yang ditulis peneliti fokus pada kekosongan hukum dalam
regulasi yang mengatur parkir elektronik, apakah ada celah hukum yang
memungkinkan penyimpangan atau ketidakjelasan aturan dalam pengawasan dan

sanksi di PKOR Way Halim tersebut.
F. Kerangka Teoritik
1. Teori Good Governance

Good governance (tata kelola pemerintahan yang baik) adalah konsep yang mengacu
pada prinsip-prinsip dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien,
transparan, dan akuntabel. Dalam konteks penerapan parkir elektronik di PKOR Way
Halim, teori ini akan digunakan untuk menilai apakah sistem parkir elektronik dapat
mendorong terciptanya pemerintahan yang lebih baik, dengan menitikberatkan pada
beberapa prinsip utama:'®
a. Prinsip Kepastian Hukum (Rule of Law)
Kepastian hukum adalah “hukum yang tidak mempunyai nilai kepastian
hukum kehilangan maknanya karena tidak dapat lagi menjadi pedoman
bagi setiap orang”. Kepastian hukum diartikan sebagai kejelasan standar
sehingga dapat dijadikan pedoman bagi yang tercakup dalam peraturan ini.

Pengertian kepastian dapat diartikan bahwa ada kejelasan dan ketegasan

16 Syahrul Anwar, "Good Governance dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Pemerintahan
Daerah di Indonesia", Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 4 No. 2 (2016), hlm. 72-75.
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dalam proses pembuatan hukum sosial.!”
b. Prinsip Transparansi

Transparansi yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat
untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang
keuangan. Transaparansi atau bias diartikan dengan keterbukaan adalah
pemerintahan memberikan kemudahan akses informasi kepada
masyarakat terkait dengan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan.
Informasi bisa diakses oleh semua warga masyarakat dengan
memperhatinkan pada ketentuanketentuan yang telah dibuat. Informasi
haruslah bersifat update dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
Tujuan dari transparansi adalah membangun rasa saling percaya antara
pemerintah dengan public dimana pemerintah harus memberi informasi
akurat bagi public yang membutuhkan.'®

Dalam hal ini, sistem parkir elektronik harus jelas mengenai tarif,
prosedur pembayaran, dan pengelolaan dana retribusi. Transparansi dalam
parkir elektronik akan mengurangi keraguan masyarakat terhadap
kejelasan peraturan dan memungkinkan mereka untuk memantau
penerapan kebijakan tersebut. Akuntabilitas merujuk pada kewajiban
pemerintah untuk menjelaskan dan bertanggung jawab atas tindakan yang
diambil. Jika sistem parkir elektronik transparan, masyarakat dapat

memastikan bahwa dana yang diterima pemerintah dari parkir elektronik

17" https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-kepastian-hukum/diakses pada 2

Desember 2025.
18 Ipan Nurhidayat, Prinsip-Prinsip Good Governance di Indonesia, Journal E-Gov Wiyata:
Education and Government Vol 1 No. 1 Februari 2023, Hlm. 46-47.
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digunakan dengan benar, tanpa penyalahgunaan.
c. Prinsip Akuntabilitas
Setiap pejabat publik dan lembaga pemerintahan bertanggung jawab atas

kebijakan, tindakan, dan penggunaan anggaran yang dilaksanakan.

2. Teori Maslahah Mursalah (kemaslahatan Umum)
Maslahah mursalah adalah konsep dalam hukum Islam yang merujuk pada
kemaslahatan (kebaikan/keuntungan) umum yang tidak secara eksplisit
disebutkan dalam Al-Qur’an atau Hadis, tetapi sejalan dengan tujuan utama
syariat (maqashid al- shariah), seperti perlindungan terhadap agama, jiwa, akal,
keturunan, dan harta.

Menurut Imam Al-Ghazali, maslahah mursalah adalah kemaslahatan yang
tidak dinyatakan secara khusus dalam nash, tetapi diyakini membawa manfaat
dan tidak bertentangan dengan syariat. Al-Ghazali menegaskan bahwa hukum
Islam dibuat demi mencapai kemaslahatan dan mencegah mafsadah
(kerusakan). Dalam ilmu ushul figh, maslahah dibagi menjadi beberapa jenis,

yaitu Maslahah Mu’tabarah, Maslahah Mursalah dan Maslahah Mulghah.

G. Metode Penelitian
Metode adalah cara kerja yang dilakukan secara ilmiah dan sistematis untuk
memperoleh data dengan tujuan tertentu. Tujuan ini bertujuan agar dapat
menemukan jawaban yang tepat dan dapat dipercaya secara ilmiah, serta
memastikan kevalidannya. Metode penelitian adalah langkah-langkah yang

digunakan untuk memperoleh ilmu pengetahuan, melalui proses menguraikan
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masalah, menganalisis, menarik kesimpulan, dan mencari solusinya. Untuk
memudahkan dalam mengarahkan metode penelitian dalam penyusunan skripsi ini,
penulis akan menjelaskan beberapa hal terkait berikut ini.Jenis Penelitian dan Sifat
Penelitian. '
a. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu jenis penelitian
lapangan (field research). Penelitian ini adalah penelitian kualitatif untuk mencapai
kejelasan yang dibahas.?® Penelitian dilakukan di PKOR Way halim Bandar Lampung.
Peneliti dapat langsung menemui pihak pengelola di PKOR Way Halim guna
melakukan penelitian melalui wawancara dan observasi untuk mengetahui sebarapa
efektivitas regulasi parkir elektronik yang diterapkan di PKOR Way Halim Bandar
Lampung.
b. Sifat Penelitian
Sifat penelitian yang digunakan penyusun dalam penelitian ini yaitu deskriptif analisis
kualitatif, adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek,
kondisi, suatu sistem pemikiran atau suatu peristiwa pada masa sekarang. Penelitian
yang dilakukan di PKOR Way Halim meneliti suatu objek yaitu parkir elektronik yang
baru diterapkan guna mengurangi praktik pungli.
c. Sumber Data Penelitian
Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Data

19 Rosady Ruslan, Metode Penelitian, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 24.
20 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alafabeta,
2014), him. 14
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primer dapat didefinisikan juga sebagai data yang dikumpulkan dari

sumber- sumber asli untuk tujuan tertentu.’! Data tersebut bisa langsung

diperoleh dari sumbernya langsung. Data primer yang digunakan adalah

hasil wawancara yang ditulis maupun direkam. Data primer dalam

penelitian ini berupa data hasil wawancara peneliti dengan narasumber yang

direkam ataupun ditulis serta peneliti melakukan observasi secara langsung

mengenai efektivitas regulasi parkir elektronik di PKOR Way Halim yang

kemudian peneliti dokumentasikan dalam bentuk foto gambar yang ada di

lapangan. Beberapa narasumber dalam penelitian ini yaitu:

a) Kepala UPTD Pengelolaan Gelanggang Olahraga (PKOR)

b) Penjaga Palang Pintu Parkir Elektronik Pkor Way Halim Bandar
Lampung.

¢) Masyarakat Pengguna Parkir Elektronik di PKOR Way Halim Bandar
Lampung (Max 3 orang).

2) Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah segala data yang tidak berasal
dari sumber data primer yang dapat memberikan & melengkapi serta mendukung
informasi terkait dengan objek penelitian.??
a) Bahan Hukum Primer

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2024 tentang

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Daerah Kota Bandar

2! Mudrajat Kuncoro, Metode Riset Untuk Bisnis & Ekonomi (Jakarta: Erlangga, 2009),
hlm. 157.
22 Husein Umar, Metode Penelitian Untuk Skripsi & Tesis Bisnis, hlm. 42.
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Lampung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah, Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 10 Tahun 2021 tentang
Tata Cara Pemungutan Pajak Parkir (yang mengatur tapping boxle-

payment).

b) Bahan Hukum Sekunder
Teori figih siyasah, buku, sripsi, makalah, artikel, jurnal, internet
serta pendapat para sarjana yang mendukung penyelesaian
penelitian ini.

¢) Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum yang digunakan untuk menunjang bahan hukum primer
maupun bahan hukum sekunder berupa kamus-kamus ataupun
ensiklopedi.

H. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum
Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan cara membaca, merangkum serta

menulis hal-hal yang berhubungan dengan penelitian.

I. Pendekatan Penelitian
Penelitian dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris, yang berfokus pada
analisis terhadap realitas hukum di lapangan khususnya terkait penerapan regulasi
parkir elektronik (e-parking) di PKOR Way Halim. Dengan pendekatan ini,
penelitian tidak hanya terbatas pada teks-teks hukum, tetapi juga melihat realitas
dan tantangan yang dihadapi di lapangan, memberikan gambaran yang lebih

menyeluruh.
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J. Sistematika Pembahasan
Pada penyusunan skripsi ini tersusun dari pendahuluan, pembahasan (isi), dan
penutup agar penyusunan berjalan secara sistematis dan tertuju. Maka sistematika
pembahasan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

Bab pertama, sistematika pembahasan dalam proposal skripsi yang berjudul
“Kekosongan Hukum Dalam Penerapan Parkir Elektronik (E- Parkir) di PKOR
Way Halim Bandar Lampung”.

Bab ini berisi gambaran umum tentang penelitian meliputi latar belakang
yang membahas tentang Kekosongan Hukum dalam Penerapan Parkir Elektronik di
PKOR Way Halim Bandar Lampung" Kemudian diikuti oleh rumusan masalah dan
juga tujuan serta manfaat penelitian untuk mengetahui dan menganalisis
kekosongan hukum dalam parkir elektronik di PKOR Way Halim dan memberikan
wawasan untuk perbaikan regulasi parkir elektronik dan tata kelola pemerintahan
yang lebih baik serta metode penelitian dan sistematika pembahasan yang
bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang isi skripsi yang akan
ditulis.

Bab kedua, menjelaskan mengenai landasan teori yang akan memuat
landasan teori yang relevan dengan penelitian, termasuk tentang penjelasan sistem
parkir elektronik dan penerapannya di beberapa daerah, dengan fokus pada
PKOR Way Halim. Selain itu, menjelaskan juga mengenai pengertian maslahah
mursalah yang akan dijelaskan secara detail.

Bab ketiga, menjelaskan mengenai metode penelitian dan data penelitian

yang akan menjelaskan gambaran umum lokasi penelitian yaitu di PKOR Way
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Halim Bandar Lampung serta mengidentifikasi bagian-bagian dalam regulasi yang
belum jelas atau tidak lengkap, sehingga menghambat penerapan yang efektif.

Bab keempat, dimulai dengan menganalisis mengenai kekosongan hukum
dalam penerapan parkir elektronik di wilayah PKOR Kota Bandar Lampung dimulai
dari wawancara beberapa sumbernya yakni Kepala Seksi Pelayanan Unit Pelaksana
Teknis Dinas Pengelolaan Gelanggang Olahraga Provinsi Lampung, penjaga palang
pintu e-parking serta Pengguna Parkir Elektronik di PKOR Way Halim Bandar
Lampung. Selanjutnya mengaitkannya dengan menggunakan perspektif maslahah
mursalah.

Bab kelima, yaitu penutup. Menyajikan kesimpulan dari penelitian ini.
Kesimpulan tersebut mencakup mengenai kekosongan hukum yang ada dalam
penerapan parkir elektronik (e-parking) di wilayah PKOR Way Halim Bandar
Lampung. Bab ini akan memberikan saran yang konkret untuk memperbaiki
permasalahan yang ada di wilayah Bandar Lampung salah satunya yaitu pungutan
liar. Fungsi diciptakannya e-parking tersebut, agar tercipta lingkungan masyarakat

yang lebih tentram dan harmonis.



BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
Penyusunan bab penutup ini merupakan proses dari seluruh rangkaian penelitian
mengenai fenomena kekosongan hukum dalam implikasi sistem parkir elektronik
(e-parking) di Pusat Kegiatan Olahraga dan Rekreasi (PKOR) Way Halim, Kota
Bandar Lampung. Berdasarkan hasil penelitian lapangan, observasi, dan analisis
yuridis yang telah dilakukan mengenai kekosongan hukum dalam penerapan parkir
elektronik (E-Parking) di PKOR Way Halim Bandar Lampung, maka dapat ditarik
kesimpulan sebagai berikut:

1. Implikasi Kekosongan Hukum: Terjadi kekosongan hukum fungsional akibat
absennya regulasi teknis (SOP) dan instrumen sanksi pada level Peraturan
Gubernur, sehingga operasional e-parking di PKOR Way Halim sepenuhnya
bergantung pada diskresi petugas. Hal ini memicu degradasi sistem menjadi
manual-tunai melalui manipulasi fitur (Tombol F9 dan F6), yang mengakibatkan
hilangnya jejak audit digital, mencederai prinsip kepastian hukum, serta
meningkatkan risiko kebocoran PAD.

2. Tinjauan Maslahah Mursalah: Secara perspektif Maslahah Mursalah, kebijakan
ini merupakan ijtihad administratif untuk melindungi harta publik (hifzh al-mal).
Namun, agar kemaslahatan menjadi hakiki, pemerintah harus menutup celah
kemudaratan (dar 'u al-mafasid) dengan mewajibkan sistem pembayaran non-tunai

secara mutlak guna menghapus praktik pungutan liar yang tidak transparan.

69
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. Saran

. Pemerintah Provinsi Lampung: Melakukan akselerasi penerbitan Peraturan
Gubernur yang mengatur SOP teknis dan sanksi administratif progresif bagi
pengelola atau pihak ketiga yang melakukan penyimpangan operasional.

. Dinas Pemuda dan Olahraga (UPTD): Mewajibkan integrasi sistem pembayaran
non-tunai (QRIS/E-Money) dan memodifikasi perangkat lunak agar struk
pembayaran tercetak secara otomatis guna menjamin hak informasi pengguna.

. Pemerintah Kota Bandar Lampung: Membangun sinergi melalui Nota
Kesepahaman (MoU) untuk sinkronisasi yurisdiksi pengawasan wilayah guna
memberantas parkir liar dan pungutan ganda di zona perbatasan aset.

. Aspek Transparansi: Menyediakan papan informasi tarif permanen sesuai Perda
Nomor 4 Tahun 2024 dan menyediakan kanal pengaduan masyarakat yang mudah
diakses secara real-time di lokasi.

Guna memberikan arah kebijakan yang lebih terukur dan sistematis, seluruh
poin rekomendasi di atas telah diklasifikasikan berdasarkan objek sasaran dan
implikasi yuridisnya. Ringkasan rencana aksi (action plan) untuk mengatasi
kekosongan hukum dan meningkatkan akuntabilitas sistem e-parking di PKOR
Way Halim disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5. 1 Saran mengatasi kekosongan hukum dan meningkatkan akuntabilitas

sistem e-parking di PKOR Way Halim

Objek Saran Rekomendasi Strategis Implikasi Yuridis

Mendorong Pemerintah Memenubhi prinsip
Pemerintah Provinsi
Provinsi Lampung untuk kepastian hukum
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melakukan akselerasi
pembentukan Peraturan
Gubernur (Pergub) sebagai
aturan pelaksana
(implementing regulation)
atas Perda Nomor 4 Tahun

2024.

melalui
pembentukan dasar

kewenangan yang

konkret.

Sistem Pembayaran

Mewajibkan integrasi
sistem pembayaran non-
tunai secara mutlak melalui
mekanisme Elektronifikasi

Transaksi Pemerintah

Menjamin
transparansi dan
akuntabilitas

keuangan daerah

Sanksi petugas

Daerah (ETPD) untuk sesuai prinsip Good
meminimalisir potential Governance.

loss PAD.

Menyusun Standar

Operasional Prosedur (SOP) | Penegakan

yang memuat instrumen
sanksi administratif
progresif terhadap
penyimpangan operasional
oleh petugas lapangan atau

pihak ketiga.

supremasi hukum
dan disiplin
birokrasi melalui
regulasi internal

yang sah.
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Melakukan harmonisasi

regulasi dan sinkronisasi
Mengatasi konflik
yurisdiksi antara
kewenangan dan
Pemerintah Provinsi dan
kekosongan hukum
Kerja Sama Instansi | Pemerintah Kota melalui
fungsional di
Nota Kesepahaman (MoU)
wilayah aset lintas
yang berbasis pada prinsip

otoritas.
efektivitas pelayanan
publik.
Menjamin keterbukaan

Memenuhi hak
informasi publik melalui

konstitusional

penyediaan kanal informasi
warga negara atas
Informasi Publik tarif dan mekanisme
informasi dan
pengaduan masyarakat
perlindungan
secara real-time sesuai
konsumen.
amanat UU KIP.

Sumber: Hasil Analisis Penulis.
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